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A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai
topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan
tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu
sendiri. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu
hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam
pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga
negaranya. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu
hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan

melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain.*

Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain
dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara
itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada
warga negaranya. Setelah Kkita mengetahui pentingnya perlindungan hukum,
selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu
sendiri. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada
subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang
bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat

dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi
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hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan,

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.’

Sebelum menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak, terlebih dahulu
akan diuraikan apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Kehadiran hukum
dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan
kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari
itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan
itu dapat ditekan seminimal mungkin.®

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu saran untuk menciptakan
ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antara antar
anggota masyarakat yang satu dengan lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum
tidak lain adalah kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum
sebagai sekumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan
normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan
apa boleh dan tidak boleh dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan
kepatuhan pada kaidah. Wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah
memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya
terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut
hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan
pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.*

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah

negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya
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dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak
bagi setiap warga negara.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan
hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subyek hukum, berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan perlindungan hukum
adalah : Suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subyek hukum berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi-sanksi bila ada
yang melakukan wanprestasi.’

Menurut  Satjipto Raharjo  mendefinisikan  Perlindungan Hukum
adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.®

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah
perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi
manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan.®

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang
harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara
pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.*®

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
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Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-
hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak
tersebut.™*

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari
perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang
diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini
yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama
manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum."?

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak
sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga
memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.™

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi
individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang
menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antar sesama manusia.**

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi
subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu:*®

"bid.
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a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh
pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk
mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-
batasan dalam melakukan sutu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman
tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah
dilakukan suatu pelanggaran

Menurut Fitzgerald teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat
karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan
tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain
pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga
hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu
diatur dan dilindungi.Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan
hukum lahir dari suatuketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan
oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut
untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.®

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi.

Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu
hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang

dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum
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bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan

berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti

perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.'’

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila

mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*®

a.

b.

Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
Jaminan kepastian hukum.

Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua

macam, yaitu :*°

a.

b.

Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah
mencegah terjadinya sengketa.Perlindungan hukum preventif sangat besar
artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak
karena denganadanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah
terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang
didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus
mengenai perlindungan hukum preventif.
Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum vyang represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa.Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan
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Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum
ini.Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan
bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
diarahkan kepada pembatasanpembatasan dan peletakan kewajiban
masyarakat dan pemerintah.Prinsip kedua yang mendasari perlindungan
hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.Dikaitkan
dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat
utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat
Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi
perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat
bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi
manusia,konsep-konsep rechtsstaat, dan the rule of law. la menerapkan konsepsi
barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah.
Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber
pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.?

Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan pancasila berarti pengakuan dan
perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial.

Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam
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wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam
mencapai kesejahteraan bersama.?
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada
pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Prinsip-prinsip yang
mendasari perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan pancasila adalah :*

a. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah
yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap
hak asasi manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada
dasarnya terkandung dalam nilai-nilai pancasila yang telah disepakati sebagai
dasar negara. Dengan kata lain pancasila merupakan sumber pengakuan harkat
dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti
mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang
diarahkan pada usaha mencapai kesejahteraan bersama.

b. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum
bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum.
Pancasila sebagai dasar falsafah negara serta adanya asas keserasian hubungan
antara pemerintahan dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan
elemen pertama dan utama karena pancasila, yang pada akhirnya mengarah
pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur

serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.Rasa keadilan dan hukum
harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam

hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat

“!bid.
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yang aman dan damai.Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee)
dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum
berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus
memperhatikan 4 unsur :**

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit)

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat
dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi
hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara.Persoalan
hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta
memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi
penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya
menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan
keadilan hukum.*

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan
manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.Pelaksanaan
hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib.Hukum yang telah dilanggar
harus ditegakkan melalui penegakkan hukum.Penegakkan hukum menghendaki
kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap

tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum
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karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.
Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.”

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat,
kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan
keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik
dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat
melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya,
dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum:
ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan
keadilan.?®

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan
demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi
individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan
sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadapindividu.Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.?’

Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang
boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh
Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-

undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan
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hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah
diputuskan.?®
3. Perlindungan Anak

Anak merupakan karunia Allah yang harus dipelihara, dilindungi, dan diberikan
perlindungan dengan sebaik-baiknya demi terwujud kehidupan anak yang baik.
Sebagai generasi penerus bangsa, dimana mereka yang akan menggantikan
kepemimpinan sekarang memiliki kontribusi besar dalam membangun Negara dimasa
yang akan datang. Oleh karenanya, pemerintah, masyarakat, dan keluarga wajib
memelihara anak dengan sebaik-baiknya dalam rangka menciptakan generasi yang
tangguh dan bermartabat. Hal ini dikarenakan, bahwa anak pada usianya yang masih
kecil memerlukan kehadiran orang lain untuk menjaga dan melindunginya dari hal-hal
yang berbahaya. Karena pada usia tersebut anak tidak dapat melakukannya sendiri
tanpa dibantu oleh orang lain.”®

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas
bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan
hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan
bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya.
Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.*

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur
bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber
harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam

B1hid.
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berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa
dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun
mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.®

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi
agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. perlindungan anak
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian
perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam
kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.*

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan
dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha
perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan
secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu mencerminkan suatu
usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan
matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal lain yang menyebabkan
ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak
memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan
kewajiban-kewajibannya. Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun
tidak tertulis) harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya. Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-
hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajibankarena mengingat secara

hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.*

*Maidin Gultom, Op.Cit, him.40

21bid.

*Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, ,him. 10.



Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak, secara garis besar dapat
dibedakan dalam dua pengertian pokok bersifat :**

a. Yuridis (baik dalam ruanglingkup hukum publik maupun hukum perdata)
b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

Perlindungan anak yang bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang
mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan
hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia berlaku peraturandi samping
hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup
perlindungan anak yang bersifat yuridis ini juga meliputi ketentuan-ketentuan hukum
adat.*

Perlindungan hukum yuridis meliputi perlindungan dalam:*®

a. Bidang hukum publik
Perlindungan hukum dalam bidang publik, dalam perlindungan hukum
terhadap rakyat dalam ranah publik dimana tindakan hukum publik
yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai
pemerintahan. Tindakan tersebut yang dilakukan oleh penguasa dalam
bentuk keputusan maupun ketetapan dalam instrumen pemerintah.
Keputusan dan ketetapan sebagai intrumen hukum pemerintah dalam
melakukan tindakanhukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya
pelanggaran hukum terhadap warga negara, apalagi dalam negara
hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada
pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara. Oleh karena

itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap

*1bid.

*Arif Gosita, Masalah korban kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, him. 79

1bid.



tindakan hukum pemerintah. Peraturan yang ada haruslah jelas, tidak
multi tafsir dan dapat diimplementasikan. Hal tersebut terlebih harus
dapat diimplementasikan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Bagaimanapun dalam suatu negera bukan hanya unsur pemerintah
namun juga rakyat termasuk di dalam unsur suatu negara. Sehingga
pemerintah tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang
kepada rakyat.
b. Bidang Hukum Keperdataan

Perlindungan hukum dalam bidang perdata, berkenaan dengan
kedudukan pemerintah sebagai wakil dari badan hukum publik yang
dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan
seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya.
Perlindungan hukum dalam bentuk perdata, biasanya terkait tentang
perizinan yang dilakukan kepada pihak swasta, perorangan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan izin. Hal ini terkait
bagaimana pemerintah melakukan perannya sebagaimana meskinya
berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Hukum perlindungan anak dapat diartikan hukum (tertulis maupun tidak
tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya. Hukum
perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban
anak,hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, Hukum pidana,
hukum perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, peraturan lain menyangkut
anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan,
agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan

hak asasinya. Bisma siregar mengatakan bahwa masalah perlindungan hukum bagi



anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak
Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu
pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.®’

Perhatian kepada anak, bukan hanya menjadi isu lokal, regional maupun
nasional, akan tetapi sudah menjadi isu internasional. Banyak instrumen hukum
internasional yang memberikan perlindungan khusus kepada anak.Pada tanggal 20
November 1989 lahirlah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
anak. Kemudian Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia
melalui Kepres No. 36 Tahun 1990.Konvensi tersebut memuat kewajiban negara-
negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.*

Sejarah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu
bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun
1998. Namun Kketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga
RUU Perlindungan Anak, dibahas pemerintah dan DPR, pertengahan tahun
2001. Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi undang-undang ini terbaca bahwa bangsa
ini bertekat untuk melindungi anak-anak. Hukuman fisik bagi anak-anak, meliputi
dilema sanksi hukuman fisik, yang kemudian dilarang oleh UU RI No.23 tahun
2002.%°

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi, secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti

$"Bismar Siregar, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 1990 him.22.
*Marlina, Op.Cit.
¥Kusuma, W. Mulyanah, Hukum dan Hak-hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, him.254.



melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan

pancasila dan Undang-Undang 1945.%

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat
berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa
pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi
terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini
mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan
belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas

yaitu:**

a. Nondiskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga
perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi
pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan

perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak

“Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers,Jakarta, 2011, him.1.

“bid.



memiliki  hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan
kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.*

UU Nomor 23 Tahun 2002 ini dapat dengan jelas dilihat dalam pasal 3 dari UU
ini. Pasal 3 dari undang-undang ini menyatakan: Perlindungan anak bertujuan untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujud-nya anak
Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.Terkait dengan tujuan
tersebut, selanjutnya UU ini mengatur lebih lanjut dalam pasal-pasal lain. Dalam hal
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.*

UU ini mengatur hak tesebut dalam BAB |11 pasal 4 (Hak dan Kewajiban Anak).
Selanjutnya UU ini juga mengatur hak anak untuk mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi dalam pasal 13. Khusus dalam partisipasi mereka dalam
proses pembangunan, undang-undang ini secara tegas mengakui hak anak untuk
menyatakan pendapatnya, seperti termuat dalam Pasal 10 yang berbunyi “Setiap anak
berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya
sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Pentingnya pemberian
perlindungan hukum bagi anak, baru disadari pemerintah pada sekitar tahun 1997
dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial Rl No: 81/huk/1997 tentang
Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat
lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu

birokratis. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya

420}
Ibid, him. 2.
**Syahran, M. Ridwan, Rangkuman Intisari llmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him.266.



manusia, merupakan potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki
ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi,
selaras dan seimbang.**

Anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dilindungi oleh seluruh elemen
masyarakat. Anak berhak mendapatkan pendidikan sehingga sekolah dan negara harus
mempermudah anak untuk mendapatkan akses pendidikan. Sehingga jika dewasa
nanti, anak dapat memiliki ketrampilan, ilmu dan wawasan yang luas untuk dapat
membangun negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik, adil dan sejahtera.*®

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga
menambahkan, “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Apabila orang tua,
wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental,
penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan
atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan
pemberatan hukuman”.*®

Segala tindak pidana yang dilakukan terhadap anak harus diberikan hukuman
yang tegas agar hal tersebut tidak terulang kembali oleh pelaku. Perlindungan
terhadap anak yang telah menjadi korban juga harus dilaksanakan sepeti pemberian

kompensasi dan restitusi kepada korban. Berdasarkan konvensi hak-hak anak, hak-

*Maidin Gultom, Op.Cit, him. 4.
*Nasir Djamil , Op.Cit, hlm 4-16
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hak anak secara umum dapat di kelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara
lain :*
a. Hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival) yaitu hak-hak untuk
melestarikan dan mempertahankan hidup (the right of live) dan hakuntuk
memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Hak ini antara lain termuat dalam pasal-pasal berupa:

1) Hak anak mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak
dilahirkan.

2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecualai kalau hal ini
dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya.

3) Kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak dar segala bentuk
salah perlakuan (abuse).

4) Hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh
pengasuhan, pendidikan, dan latihan khusus.

5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai, dan
tanggung jawab utama orang tua, kewajiban Negara untuk
memenuhinya

6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban Negara untuk menjamin
agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku
wajib.

7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan
narkotika.

8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual,
termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.

9) Kewajiban Negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah
penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

b. Hak terhadap perlindungan (protection rights) yaitu hak-hak dalam konvensi
hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan
dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak
pengungsi.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak karena anak adalah generasi

penerus bangsa dan negara. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan sehingga

haruslah dan pastilah pemerintah memberikan akses pendidikan yang mudah dijangkau

“bid.



dan gratis bagi anak. Pemerintah juga harus memberikan akses kesehatan yang mudah
dijangkau dan gratis gratis bagi anak.Perlindungan hukum yang bersifat non yuridis
meliputi perlindungan dalam:*
a. Bidang Sosial
Bidang sosial berhubungan dengan perlindungan anak untuk
bermasyarakat atau bersosial serta pengadaan kondisi sosial dan lingkungan
yang kondusif bagi pertumbuhan anak. Negara wajib memberikan
perlindungan dalam gerak anak dalam kondisi sosial dan lingkungan. Anak
berhak medapatkan tempat yang layak untuk hidup dan berkembang. Apabila
terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah harus
dan wajib memberikan relokasi yang layak demi pertumbuhan dan
perkembangan anak.
b. Bidang Kesehatan
Bidang kesehatan berhubungan dengan perlindungan atas kesehatan
anak baik jasmani maupun rohani serta melakukan upaya peningkatan
kesehatan dan gizi anak-anak. Pemerintah harus memebrikan akses yang
mudah untuk anak dapat mendapatkan kesehatan. Pemerintah juga harus
memberikan fasilitas kesehatan secara gratis bagi anak-anak. demikian perlu
dilakukan untuk tumbuh kembang anak.
c. Bidang Pendidikan
Bidang pendidikan meliputi hak anak untuk mendapatkan pengajaran
baik secara reguler maupun non regular serta peningkatan kualitas pendidikan
melalui berbagai program beasiswa dan pengadaan fasilitas pendidikan yang

lebih lengkap dan canggih. Demi kepentingan anak untuk masa

*83udikno Mertokusumo, Op.Cit, him.74.



perkembangannya, pemerintah harus memberikan fasilitas pendidikan untuk
anak secara gratis. Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan
salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya
tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang
lebih luas, vyaitu, ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak
berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:*°

a) Ruang Lingkup Perlindungan

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, papan,
pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.

2. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.

3. Mengenai pula penggolangan keperluan yang primer dan sekunder yang
berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan
terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui
dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
perlindungan.

2. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik
dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang
perumusannya sederhana tetapi  dipertanggungjawabkan  serta
disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi di Indonesia
tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain,

yang patut dipertimbangkan dan ditiru. Perlindungan terhadap anak

“1bid.



harus dilakukan dari segala aspek baik aspek hukum, sosial dan budaya.
Hal tersebut penting untuk masa depan anak dan masa depan bangsa

Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Jalanan
1. Pengertian Anak

Pertumbuhan penduduk di kota besar di Indonesia saat ini sangat cepat,sehingga
terdapat berbagai masalah yang cukup besar pula.Diantaranya masalah sosial,
ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Salah satu masalah sosial yang sering kita
jumpai di kota-kota besar adalah masalah anak jalanan yang keberadaannya
seharusnya dipelihara oleh Negara sebagaimana bunyi Pasal 34 UUD 1945 yang
menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.*

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan salah satu sumber daya
manusia yang memiliki potensi untuk tercapainya cita-cita perjuangan bangsa. Oleh
sebab itu anak berhak atas perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
termasuk mereka yang menjadi korban tindak kekerasan, anak seperti ini perlu
mendapat perlindungan hukum. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan
perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik menyangkut
kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai. Dalam hukum positif di
Indonesia terdapat keragaman mengenai pengertian anak, hal ini disebabkan oleh
karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri Kkriteria
tentang anak. Adapun peraturan yang mengatur tentang kriteria anak adalah :*!

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

*%pipin Syaripin, Pengantar llmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 247.
*'H. Muladi, Hak Asasi Manusia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, him.232



Pengertian anak dalam hukum pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 45
KUHP menyatakan bahwa : dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang
belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas
tahun, hakim dapat menentukan : memerintahkan supaya yang bersalah
dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya, tanpa pidana
apapun ; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah
tanpa pidana apapun, jika perbuatan, jika perbuatan merupakan kejahatan atau
salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514,
517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak
dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran
tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana

kepada yang bersalah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian anak dalam hukum perdata yang diatur dalam ketentuan pasal 330
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : orang belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)
tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
Di dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa : anak adalah seseorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
. Sedangkan dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa : anak adalah seseorang yang
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan. Setelah melihat berbagai definisi atau pengertian anak diatas terdapat



adanya perbedaan penetapan batasan umur yangterdapat dalam perundang-

undangan di Indonesia.

Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada
prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu

memberikan perlindungan hukum.*

Menurut R.A Koesnoen menyebutkan bahwa Anak adalah manusia muda, muda
dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya, karenanya mudah

terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.>

Sedangkan Kartini Kartono menyebutkan Anak adalah keadaan manusia normal
yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya,

sehingga mudah kena pengaruh lingkungannya.**

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya
dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah

seorang dapat dikategorikan sebagai anak.”

Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa
dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh

karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.>®
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Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi.Secara awam, anak
dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan
wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.Dalam hukum positif di
Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person
underage), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarig
heid/inferiority) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah
pengawasan wali (minderjarige under voordij). Pengertian anak itu sendiri jika kita
tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda
tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi

batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.”’

Di Indonesia mengenai batasan usia tersebut dapat dilakukan penelusuran
terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: Dalam Pasal 1
Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah
usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan
telah diperoleh sebelumnya. Yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum
dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum

dewasa).”®

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan
pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal
tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam

perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum pernah kawin.

*"1bid.

*8paulus Hadisuprapto, Op.Cit, him.1



Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih
dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab
atasperbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh
belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa

penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya.*®

Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perudang-

undangan saat ini adalah sebagai berikut:®

a) Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap
orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang
berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang
dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa

karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak
adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah

demi kepentingannya.

c) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

belum pernah kawin.

d) Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum

(Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.

*1bid.
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e) Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun termasuh anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari
Convention on the Right of the Child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan

Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.

f) Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, yang dimaksud dengan anak adalahseseorang yang belum mencapai umur 21

(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

g) Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarkatan, menyebutkan anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan
belas) tahun. Artinya yang dimaksud anak adalah seseorang sampai dengan usia 18

(delapan belas) tahun.

h) RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak
yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang
telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
Mengenai pengertian atau definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan yang konsisten. Artinya
antara satu dengan lainnya belum terdapat keseragaman, melihat hal tersebut dapat
ditarik kesimpulan bahwa penetapan batasan umur atau usia anak digantungkan pada

kepentingan pada saat produk hukum tersebut dibuat.

Menurut Departemen Sosial, pengertian anak jalanan adalah anak yang

menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah. Ada 3 macam anak jalanan,



pertama, anak yang hidupnya tinggal di jalanan lebih dari 9 jam. Kedua, anak
sewaktu-waktu di jalan antara 4 sampai 9 jam per hari. Ketiga, anak yang rentan

menjadi anak jalanan, berada di jalan di bawah 4 jam.**

Menurut Sandyawan pengertian anak jalanan adalah anak-anak yang berusia

maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalan.®

Sedangkan Peter Devis memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak
jalanan sekarang ini merupakan gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan
membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di
Negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak semakin besar pergi kejalan ikut

mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.®®

Sedang UNICEF membedakan anak jalanan menjadi dua, yaitu: children on the
street dan children of the street. Anak jalanan yang termasuk kategori pertama adalah
anak yang masih memiliki hubungan yang kuat dengan orang tuanya, sementara
kategori yang kedua sudah tidak mempunyai hubungan yang erat dengan

keluarganya.®

2. Kategorisasi Anak Jalanan

Anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:®
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a. Anak jalanan on the street/ road. Kategori anak jalanan on the street/road atau
anak-anak yang ada di jalanan, hanya sesaat saja di jalanan, dan meliputi dua
kelompok yaitu kelompok dari luar kota dan kelompok dari dalam kota;

b. Anak jalanan of the street/road. Kategori anak jalanan of the street/road atau
anak-anak yang tumbuh dari jalanan, seluruh waktunya dihabiskan di jalanan,
tidak mempunyai rumah, dan jarang atau tidak pernah kontak dengan
keluarganya;

c. Vulnerable to be street children, yaitu kategori anak-anak jalanan yang
berpotensi atau rentan menjadi anak terlantar. Artinya jika anak tidak diawasi
dan dibina akan terlantar sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi anak
jalanan. Meskipun anak-anak ini masih mempunyai hubungan keluarga yang
cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ketempat
lain dengan segala resikonya.

3. Hak Anak Jalanan
Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak merupakan bentuk konkritisasi dari pelaksanaan Konvensi

Hak-Hak anak yang telah diratifikasi oleh indonesia. Dengan peratifikasian

Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang

Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak Tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara

hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam konvensi Hak-

Hak Anak.®

®https://core.ac.uk/download/pdf/25494494.pdf, tanggal 25 Oktober 2017, Pukul 14.05 WIB
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Sementara itu, hak-hak anak secara umum terdapat dalam Pasal 4 sampai
dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, antara lain:®’

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.

3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua.

4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh
oleh orang tuanya sendiri.

5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan
bakatnya.

7) khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak
mendapatkan pendidikan khusus.

8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan.

9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat. Dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
manapun Yyang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual, Penelantaran, Kekejaman, Kekerasan, Penganiayaan, Ketidakadilan,
Perlakuan salah lainnya.

12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir.

13) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:Penyalahgunaan
dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam
kerusuhan sosial, Pelibatan dalam pariwisata yang mengandung unsur
kekerasan, Dan pelibatan dalam peperangan.

14) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

7bid.



15) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir.

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:Mendapatkan
perlakuan secara menusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, Membela diri dan
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang tertutup untuk umum

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Hak-hak anak menurut
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, juga
dapat dilihat pada pasal 64, yakni:®®

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik
hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-
hak anak;

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

Penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi
anak;

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan
anak yang berhadapan dengan hukum;

f.  Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang
tua, atau keluarga; dan

g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari liberalisasi.

o

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Upaya rehabilitasi, baik lembaga maupun di luar lembaga;

%8hid.



b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari liberalisasi;

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik
fisik, mental maupun sosial; dan

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

Keberadaan anak-anak merupakan mayoritas di negeri ini. Karenanya diperlukan
tindakan aktif untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka melalui penegakan
hukum dan tindakan legislasi lainnya.Hak asasi anak belum sepenuhnya terpenuhi
secara maksimal, sehingga membawa konsekuensi bagi kehidupan diri dan
keluarganya.Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak
yang mendapat perlakuan yang belum sesuai dengan harapan. Kendalanya antara lain,
kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah, belum terlaksananya sosialisasi

dengan baik, dan kemiskinan yang masih dialami masyarakat.®®

http://khemalstreng.blogspot.co.id/2015/03/hak-asasi-manusia-tentang-anak-jalanan.html , tanggal 25 Oktober
2017, Pukul 14.05 WIB.



